BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian tentang

Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas Di Wilayah Kecamatan Bone

Raya Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa Implementasi
kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang
penertiban hewan lepas, dilihat dari segi (1).perencanaan sudah dilakukan oleh
pemerintah dimasing-masing desa yang ada di Kecamatan Bone Raya, adapun
(2).pelaksanaan sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa belum
efektif kebijakan desa dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum
mengindahkan harapan kebijakan. Berikut peneliti melihat dari hasil
(3).evaluasi belum keseluruhan desa yang menerapkan kebijakan yang sudah
dibuat oleh pemerintah desa sehingga dapat disimpulakan bahwa kebijakan
belum efektif diterapkan oleh masyarakat desa.

2. Faktor yang menentukan implementasi kebijakan peneliti melihat dari bentuk
(1).komunikasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan masyarakat
sudah dibangun dengan baik. Adapun (2).sumber daya yang menjadi faktor
penentu implementasi kebijakan yakni sumber daya manusia yang sudah
diberikan tanggung jawab oleh kepala desa dalam menanagani hewan ternak
yang berkeliaran dalam hal ini mengawal kebijakan desa yang sudah

disepakati hanya ada di beberapa desa, sebab desa lainnya masih tahap
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perencanaan. (3).Disposisi menjadi salah satu faktor pendukung karena aparat
desa dan masyarakat yang sudah masuk dalam Tim Satuan tugas (SATGAS)
sudah dibekali dengan penegtahuan terkait harapan dari kebijakan tentang
penertiban hewan lepas. Adapun (4). Stuktur birokrasi dilihat dari segi struktur
tim satgas sudha dibuat oleh pemerintah desa hanya saja beberapa desa belum
melakukan hal yang sama.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa kesimpulan yang ada, maka
peneliti memberikan beberapa saran penting dalam pelaksanaan implementasi
kebijakan penertiban hewan lepas:

1. Bagi pemerintah Kecamatan dan Pemerintah desa dalam membuat kebijakan
perlu adanya penegasan dalam pelaksanaan terkait dengan masyarakat yang
masih melanggar kebijakan yang sudah disepakati, perlu adanya sikap
konsisten secara kelembagaan desa dalam pelaksanaan kebijakan sehingga
masyarakat juga tidak terbawa suasana berjalanya waktu kebijakan sudah
mulai di abaikan.

2. Bagi masyarakat perlu adanya kesadaran untuk sama-sama ikut aktif dalam
membantu pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan
kebijakan penertiban hewan lepas dan juga masyarakat yang ikut terlibat
dalam tim satuan tugas penanganan hewan lepas bisa membantu bekerja sama

dengan aparat.
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